WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah
Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 551);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah  beberapa  kali diubah  terakhir dengan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6841);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 233);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan
(Knowledge Management);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem
Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Nomor 007a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Audit Teknologi;

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019
tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1270);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun 2019 tentang  Penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika  (Berita ~ Negara  Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1026);

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 261);

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8
Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16
Tahun 2020 tentang Manajemen Data  Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 994);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16
Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);



Menetapkan
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26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 107);

29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik
Serta Persandian (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 120);

30. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021
tentang Penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita
Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 61 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 61

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon

(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 61), diubah

sebagai berikut:

1.

2
3.
4

Ketentuan Pasal 6 dihapus

Ketentuan Pasal 7 dihapus.

Ketentuan Pasal 8 dihapus.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pasal 10
Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf c memuat :

a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Layanan SPBE;

d. Infrastruktur SPBE;

e. Aplikasi SPBE;

f. Keamanan SPBE; dan

g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada
Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana
strategis Pemerintah Daerah Kota.

Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu
5 (lima) tahun.

Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Wali Kota dan
menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan
SPBE Kota Cirebon yang terintegrasi dengan instansi
pusat dan/atau pemerintah daerah lain.

Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta
Rencana SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat
melakukan konsultasi  dengan menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

aparatur negara.
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(6) Peta Rencana SPBE dapat direviu pada paruh waktu dan

tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai

dengan kebutuhan.

(7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dilakukan berdasarkan:

a.
b.

C.

d.

perubahan Peta Rencana SPBE Nasional,

perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah
Kota;

perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau

hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

(8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dilakukan oleh Dinas.

5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 (satu)

ayat,

yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 28

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(1a)

(2)

(3)

Jaringan intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf a  merupakan jaringan intra yang
diselenggarakan oleh Dinas.

Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menghubungkan antar simpul jaringan
dalam Pemerintah Daerah, dengan jaringan intra
pemerintah dan/atau jaringan intra Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain.

Penggunaan jaringan intra bertujuan untuk menjaga
keamanan dalam melakukan pengiriman data dan
informasi antar simpul jaringan di lingkungan
Pemerintah Daerah dan atau dengan Pemerintah
Daerah lain/Provinsi/Instansi Pusat.

Pelaksanaan jaringan intra sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang
dibangun oleh Dinas dan/atau penyedia jasa layanan

jaringan.
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6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (4) huruf b dibangun dan dikembangkan:
a. selaras dengan Arsitektur SPBE;

b. sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

c. berpedoman kepada Rencana Induk SPBE; dan

d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah
ditetapkan oleh Dinas.

(2) Sebelum melakukan pembangunan dan
pengembangan  Aplikasi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah harus
mendapat pertimbangan dari Dinas.

(2a) Keterpaduan dan pengendalian pembangunan dan
pengembangan  Aplikasi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
standar teknis dan prosedur pembangunan dan
pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah

mendapat persetujuan dari Dinas.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Januari 2023

WALI KOTA CIREBON,
ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya




